
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi
penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu
menetapkan standar operasional prosedur pelayanan
dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

dan nonperizinan;

b.bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha

Berbasis  Risiko  dan Nonperizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara;

1.Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor  112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Mengingat

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.556/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SALINAN



3.Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

4.Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2023 Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor221);

8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 273);

11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 3);



MUHAMMMD GOZALI, S.E.,M.H.

NIP. 19700103 200112 1 003

Tembusan:
1.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2.Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

3.Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Keala BiA> Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 November 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Utara, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai
pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam
menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan perizinan
berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan
denganpenuhtanggungjawaboleh
penyelenggara/pelaksana pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Utara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan
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